KPK Dapat Laporan Anggaran
MBG Disunat: Harga Makanan
Rpl0.000, Diterima Rp8.000
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ORINEWS.id — Ketua KPK Setyo Budiyanto, mengungkapkan pihaknya
menerima laporan anggaran program makan bergizi gratis (MBG)
dikurangi.

Laporan pengurangan anggaran itu, kata dia, mestinya diterima
dengan makanan senilai Rp 10 ribu. Namun, justru realita yang
diterima di lapangan hanya senilai Rp 8 ribu.

Informasi terkait adanya laporan tersebut disampaikan Setyo
dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan
Hindayana beserta jajarannya, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu
(5/3) kemarin.

Setyo mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah
pusat makin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga justru
berdampak terhadap kualitas makanan.

“Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat,
jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu [yang
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mencair],” kata Setyo dalam keterangan tertulis kepada
wartawan, Jumat (7/3).

“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang
seharusnya diterima senilai Rp 10 ribu, tetapi yang diterima
hanya Rp 8 ribu. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada
kualitas makanan,” jelas dia.

Untuk itu, ia menegaskan pihaknya bakal membantu pengawasan
program MBG tersebut melalui pencegahan dan monitoring. Setyo
menyoroti potensi penyimpangan dan menekankan perlunya tata
kelola keuangan yang transparan serta akuntabel.

“Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa
besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam
melaksanakan Program MBG ini,” tutur dia.

“Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN,
tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,”
lanjutnya.

Selain potensi kecurangan, Setyo menyoroti eksklusivitas dalam
penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 1Ia
mengingatkan pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar
makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat diberikan
kepada penerima manfaat.

Tak hanya itu, Setyo turut menyoroti pemberian susu dalam MBG.
Menurut kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang
memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan
angka stunting karena lebih banyak biskuit yang diterima
masyarakat dibanding susu.

KPK menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang
transparan. Ia mendorong keterlibatan masyarakat dan
penggunaan teknologi dalam pengawasan.

“Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari
NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu
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saja memanfaatkan teknologi,” imbuhnya.

Setyo menyebut, laporan yang diterima KPK itu diharapkan bisa
ditindaklanjuti oleh pemerintah sebagai langkah preventif.

“Ini baru informasi. Tapi, karena kegiatannya adalah bersifat
kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan
informasi ini bisa segera disikapi secara preventif,” ujar
Setyo.

“Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin
membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi
sesuatu yang kontraproduktif. Kami mengingatkan supaya
dilakukan pengecekan,” sambungnya.

Sementara Ketua BGN Dadan Hindayana menyampaikan, lembaganya
mengelola anggaran sebesar Rp 70 triliun pada 2025, dengan
kemungkinan tambahan Rp 100 triliun pada triwulan ketiga.
Sehingga, total dana MBG bisa mencapai Rp 170 triliun.

Dadan menegaskan, BGN telah berkoordinasi dengan berbagai
lembaga pengawas, termasuk BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung. Hal
itu dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas
dalam pelaksanaan program tersebut.

“Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi
Gratis selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup
besar dan pelaksanaan juga sangat masif,” ucap Dadan usai
pertemuan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3)
kemarin.

“Sehingga, kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-
pendampingan dari berbagai pihak termasuk KPK,” lanjutnya.

KPK Ingatkan Jangan Ada Kebocoran
Anggaran

Dadan mengungkapkan, pesan dari pimpinan KPK agar mencegah
kebocoran anggaran dan menjalankan prinsip transparansi.



“Kami mendapatkan pengarahan, terutama terkait dengan tata
kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di
dalam pelaksanaannya,” kata dia.

“Kemudian kami disarankan juga untuk menggunakan teknologi
informasi untuk melakukan transparansi kegiatan termasuk di
dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang
diperlukan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Dadan berharap lembaga antirasuah bisa membantu
pihaknya secara langsung menyediakan SDM untuk terlibat dalam
program yang ada. Bahkan, 1a menyatakan terbuka jika sidak
dilakukan KPK ke Kantor BGN.

“Kemudian, secara khusus KPK akan melakukan sidak-sidak untuk
membandingkan antara apa yang kami jelaskan mengenai sistem
tata kelola dengan kenyataan di lapangan,” bebernya.

“Dan kami tentu saja membuka pintu selebar-lebarnya jika dari
Kedeputian Pencegahan akan melakukan sidak ke satuan-satuan
pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia dan juga
termasuk ke kantor Badan Gizi Nasional,” pungkas dia.
[source:kumparan]



